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Kata rengantar 

Edisi ke lima Buku "Perpajakan dan Akuntansi Pajak" ini, ditulis 

dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dasar clan 

pokok-pokok, scrta penernpan pcrpajakan yang sering dilakukan 

pada masyarakat. Di dalam edisi ke lima ini, relah dilakukan perubahan 

yang isinya sesuai dengan peraturan un<lang-undang yang barn. Penulis 

111enyajikan dengan n1encrapkan teori-tcori n1clalui contoh-contoh yang 

dapat n1cn1bantu para pen1baca, rnahasisvva serta sctiap wajib pajak dalam 

melaksa1rnka n kcwa j i ban-kewa jibannya. 

Adapun materi Akuntansi Pajak (Tax Accounting) difokuskan pada 

proses Akuntansinya, dan kbib mcnclrnnkan pada pcnjelasan tcntang 

di1nana perbedaan atau persa1naan antara Akuntansi rnenurut Standar 

Akuntansi I<cuangan Indonesia dcngan Akuntansi menurut Perpajakan 

lndonesi<:l, ataupun bagain1ana sebenarnya Akuntansi n1enurut Undang­

undang Pajak. 

Jadi kami bcranggapan bahwa bagi yang mcmpclajari Akuntansi Pajak, 

n1aka yang bersangkutan telah n1en1pelajari 1\kuntansi n1enurut Standar 

Akuntansi Kcuangan Indonesia, schingga buku ini disusun ag;ik lcbih 

mengarah kepada bagaimana pem bukuan perusahaan yang sesuai dcngan 

aturan Pcrpajakan Indonesia. 

Kami sadari bahwa di dalam penyusunan buku ini masih tcrdapat 

kekurangan, tcrutama dcngan adanya perubahan-perubahan dalam 

peraturan perpajakan. Mudah .. mudahan buku ini dapat: membantu para 

pembaca dalam memahami pcrpajakan yang ditcrnpkan di Indonesia. 
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Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan /�1;. 
.. 
� � 

yang lama sebagian besar merupakan warisan kolonial, sehingga untuk �/?0;rn·· · ·iY... -1' i' \ ''A \/j � 
masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak azasi rakyat. L...�<;:::;._; 

Falsafahnya bahwa pajak dipungut hanyalah merupakan kewajiban 

semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara pawh untuk 
menghimpun dana bagi pemerintah penjajah. 

Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ben1asarkan Pancasila. Sesuai 

dengan pendapat Prof. Dr.H. Rochmat Soen.itro,SH. bahwa pajak tidak 

bertentangan dengan Pancasila.Uraiannya adal 1h sebagai berikut: 

1 .  Sila PL'rtama 

Dalam setiap agama yang ada di Indonesia, mengajarkan bahwa setiap 

warga negara hams patuh pada aturan pemerintahnya. Demikian juga 

dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara wajib membayar 

pajak. Keduanya tidak bertcntangan, bahkan sejajar. Hanya saja zakat 

adalah perintah Tuhan YME sedangkan pajak adalah perintah dari 

pemerintah. 

Jadi apabila kita membayar pajak maka kita akan mendapatkan 

pahala karena kita sebagai warga negara tidak hanya memikirkan diri 

sendiri, tetapi juga mernikirknn lingkungan masyarakat. 

2. Sila Kedua 
Pada sila kedua ditekankan sikap "Tepa Selira ''. Maksudnya konseptor 

Undang-undang haruslah bcrperikemanusiaan, demikian pula 
pelaksanaan Undang-undangnya. 

Misalnya: Orang gelandangan dan orang rniskin tidak dikenakan 

pajak (diterapkannya pemungutan pajak sesuai dengan daya pikul 

scscornng). 
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3. Sita Ketiga 
Pajak n1ernpakan alat pernersatu bangsa� yang mengikat bangsa clan 
memberikan hidup kepada bangsa. I-Jal ini dapat dilihat dari uang pajak yang 
telal1 dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk mcmbiayai kepcntingan 
urn urn. 

4. Sita Keempat 
Pcnerapan si!a kccrnpat ada!ah bahvva rakyat dapat rnelakukan pengendalian 
sosial tehada_p pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari rakyat ntau 
pajak rnclalui perncrintah. Dalam hal ini rakyat mcrnpunyai wcwenang 
n1cla.l.ui vvaki1nya di {)Pll untuk n1cngikuti pcn1ungutan dan pcnggunaan 
uang rakyat. 

5. Sila Kelima 
Hasil pajak digunakan untnk kcpcntingan nmum. Artinya untuk scluruh 
rakyat Indonesia, bukan hanya pernbayar pajak saja. 

Pemnngutan pajak clilakukan dari rakyat, olch rakyat clan 1mtnk rakyat, 
dimana sistem dan 1nekanis111enya rnenjadi ciri tersendiri dah1n1 siste1n 
perpajakan Indonesia sesuai dcngan pidato sarnbutan Bapak Prcsiden RI. 
Atas Undang-undang yang baru ini. 

Ada pun ciri cL111 coraknya adalah s :bagai bcrikut: 

1. Pemungutan pajak inerupakar perwujudan, pengabdian dan pcran serta \vajib 
pajak untuk pembiayaan negara clan pcmbangunan nasional. 

2. 'Tanggungjavvab rnengenai penunai�1n kewajiban pajak berada pada anggota 
masyarakat wajib pajak itu sendiri. 

3. Wajib pajak dibcri kcpcrcayaan penuh untuk da["lt mclaksanakan 

kegotongroyongan nasional melalui sistern menghitung clan rnenyetor sendiri 
pajak yang terutang (self Assessment). 

Disamping perubahan sistern clan mekanismenya, juga terdapat perubahan 
didalarn pcngcrtian subyek pajak, obyck pajak, tarif clan scbagainya, yang 
rnaksudnya · Untuk mcwujudkan pemerataan pengenaan pajak, keadilan 

pernbcbanan, kescderhanaan, kepastian hukumnya dan rncnutup kemungkinan 
adanya penyelundupan pajak. 

Dcngan adanya unclang··unclang perpajakan yang sekarang ini, diharapkan · 

juga para wajib pajak akan 111e1npnnyai kedudukan sebagai warga negara yang 

tcrhormat karena kepercayaan yang diperoleh wajib pajak untuk menghitung 
pajaknya sendiri, sehingga dengan demikian akan mcnambah harga diri dan 

kebanggaan sebagai warga ncgara yang berpcran aktif dalam pernbangunan 
nasional. 

Peru 

un<lang-1 
J. Tent 

6 ta' 
2. Tent 

Pen! 

3. Tent 
Bare 

198 

Sela 
Non1or 
No111or 

Ken 

penycmi 
l. Unc 

Peq 
Tah 

2. Unc 
(dit; 
111 u I 

3. Paj< 
den 
Unc 

4. Pai< 
den 
199 

Sclanjut 
1. uu 
2. uu 
3. uu 

4. uu 

Bar 

Kcmudi 
scbagai 
1. Ket 

uu 
Tai· 



;sa dan 
1ak yang 
:ntingan 

�ndalian 
yat atau 
!\VCThlrtg 
�gunaan 

seluruh 

: rakyat, 

i siste1n 
idcn RI. 

·ta wajib 

anggota 

sanakan 
r sendiri 

rubahan 
'a, yang 
keadilan 
mgkinan 

arapkan' 

1ra yang 
1ghitung 

diri clan 
angunan 

B AB1: Perpajakan 

Perubahan sistem perpajakan Indonesia terse but climulai sejak clikeluarkannya 

unclang-undang perpajabn pada tanggal 31Desember1983 yaitu: 

1. Tentang ketentuan umum clan tata cara perpajakan (undang-undang Nomor 

6 tahun1983). 

2. Tentang pajak penghasilan atau yang disebut Undang-undang Pajak 

Penghasilan 1984 (undang-undang Nomor 7 Tahun 1983). 

3. Tentang Pajak Pcrtambahan Nilai Barang dan .Jasa serta Pajak Penjualan atas 
B<1rang Mcwah arat1 yang discbut Undang-undang Pajak Pcrtambalrnn Nilai 
1984 (Undang-undang ta bun 1983 ). 

Sclanjutnya, pada tanggal 27 Dcscmbcr 1985, dikeluarlrnn undang-undaug 
Nomor 12 tahun 198.5 tentang Pajak Bumi clan Bangunan serta Undang-undang 

Nomor l 3 tahun 1985 tentang Bea Materai. 
Kernudicrn pada ranggal 9 November 1994, pemerintah menetapkan 

penyempurnaan Undang-undang Pajak yang tcrdiri atas: 

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum clan Tarn Cara 
Pcrpajakan (KUP) disempurnakan dengan Unclang-unclang Pajak Nomor 9 
'fahun 1994 yang berlaku 1 Januari 1995. 

2. Undang-undangNornor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan (PPh) clisempurnakan 
(ditambah clan diubah) dengan Undang-u ·1dang Nomor 10 Talrnn 1994 yang 
mulai berlaku 1 .Januari 1995 Undang-luJ<Lmg Nornor 8 tahun 1983. 

3. Pajak Pertambaban Nilai (PPN) discmp mrnkan (ditambah clan diubah) 
dcngan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku l Januari 1995 
Undang-undang Nomor l2 Tahun l 983. 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disempurnakan (ditarnhah clan cliubah) 
dcngan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 yang herlaku tanggal 1 januari 
1995. 

Selan1utnya pada tahun 1997 dikcluarbn pula: 
1. \JU RI Nc>.17 talrnn 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

2. Ull Rl No.18 rnhun 1997 tcntang Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah 
3. \JU RI No.19 tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
4. U\J RI No.21 tahun l 997 t:entang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan. 

Kemudian dikcluarkan pula Undang-Undang Pajak tahun 2000 
sebagai bcrikut: 
1. Ketentm111 Umurn Dan 'fata Cara Pcrpajakan. 

\JU No. 6 'fahun 1983 scbagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 

Tahun 1994 chm UU No. 1 6  Tahun 2000. 



( l 

\ ' 

;:1 

Perpajakan dan Akuntansi Pajak 

2. Pajak Pcnghasilan. 
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang tclah diubah dengan UU No. 7 

Tahun 1991, UU No. HJ 'fahun 1994, clan UU No. 17 Tahun 2000. 

3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang 

Mewah. 
UU No. S Tahun 1983 scbagairrnma yang tclah diubah dcngan UU No. 11 

Tahun 1994 clan UU No. 18 Tafum 2000. 

4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 
UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dcngan \JU No. 19 
Tahun 2000. 

5. Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 
UU No. 21 Tahun 1997 scbagainwu yang tclah diubah dengan UU No. 20 
'fahun 2000. 

PENGERTIAN PAJAK DAN DASAR HUKUMNYA 

Pada bab ini kita akan berkenalan dengan apa yang discbut pajak. Mula-mula kita 
akan n1elihat kepada definisinya, bagain1ana asal usulnya, dari siapa, siapa yang 
ha.ms mcmungutnya, dan untuk apa saja digunakan pajak tersebut. 

r.+ I Pajak adalah luran rakyat kep: da kas negara berdasarkan undang-undang 
sebagai perwujudan pengabcian dan peran serta rakyat untuk membiayai 
negara dan pembangunan nasional 

Dari dcfinisi ini kita akan bahas dan analisa di bawah ini lcbih lm1jut menu rut 
urutannya untuk mcmudahkan kita dapat memahaminya. 

Di dalam hidup berkelompok haruslah ada aturan-aturan yang rnengatur 

/uran negara 
kepada kas negara 
berdasarkan UU 

kehidupan kelompok tersebut dimana terdapat hak­
hak dan kewajiban antara individu-individu dengan 
kelompok clan antar kelornpok dengan individu. Pada 

kelompok nrnsyarakat yang besar, kelompok terse but 
kita sebut negara. Setiap individu mempunyai hak-
hak dan kewajiban tcrhadap pemerintahnya sebagai 
warga· negara, den1ikian juga pe!nerintah n1en1punyai 

hak-hak dan kewajiban kcpada individu-individu tcrsebut (rakyatnya). 
Dalam hal pcrwuj udan hak-hak dan kewaji ban ini, aturannya tclah dijabarkan 

dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang mcrnpakan hasil persctnjuan DPR Republik 
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B ABl: Perpajakan 

Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran tersebut telah disetujui rakyat 
bersama pemerintah yang dituangkan ke clalam bentuk Undang-unclang. 

Untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-!<ewajiban tersebut, maka 
seharusnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu, dan baru kemudian dapat 
menuntut haknya. 

Demikian juga halnya clidalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu 
menjalankan ke'vvajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada 
pemerintah, setelah itu barn bisa menuntut haknya sebagai warga negara. Jacli 
iuran aclalah merupakan suatu kewajiban yang hams clilaksanakan oleh rakyat 
secarn teratur pacla waktu tertentu kepacla pemerintah clengan membayarnya ke 
Kas Negara. 

Pemerintah seharusnya berkewajiban kepada rakyat untuk memberikan 
(cagenpresratie) jasa timbal kepacla rakyat yang sifatnya tak langsung, yaitu 
diwujudkannya clalam pembangunan-pembangunan berbagai sarana clan 
prasarana yang kcgunaannya bukan sccara individual tctapi ditujukan kepada 
kepentingan umum yaitu masyarakat. 

Sebagai 
Perwujudan dan 
pengabdian, 
Peran serta untuk 
Membiayai Negara 

dan Pembangunan 
Nasional 

Iuran yang cliserahkan rakyat kepacla kas 
negara tersebut aclalah semata-mata · perwujudan 
kewajiban clan pengabdian kepada negara yang 
merupakan partisi)aSi anggota masyarakat di dalam 
memenuhi pembiayaan negara clan pembangunan 
clan nasional. Hal ini berarti bahwa iurnn yang 
dibayar oleh rakyat merupakan eksp�esi/perwujudan 
clari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang 
dari kesadaran diri sencliri. Dapat cli.artikan bahwa 
clengan parrisipasi tersebut, setiap wajib pajak telah 
ikut berperan serta dalam pembangunan nasional, 

sehingga selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut 
dihargai atau dihormati oleh negarn yang bersangkutan. 

Penyusunan Undang-undang Pajak 
Untuk penyusunan undang-undang pajak cliharapkan benar-benar memenuhi 
persyaratan yang tepat sehingga unclang-undang tersebut mencerminkan adanya 
keadilan, kepastian hukum, ekonomi clan tepat (tepat waktu,tepat biaya). 

Menurut Adam Smith dalam bukunya "Wealth of Nation" yang diterbitkan 
pacla tahun 1776 memberikan kriteria, bahwa agar undang-unclang pajak itu 
adil, maka sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Equality dan Equity 

Equality dan Equity atau kesamaan mengandung arti bahwa setiap orang 
yang beracla dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. 


